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ABSTRAK

MEKANISME PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERKOTAAN DAN PEDESAAN (PBB P2) UPT
PENDAPATAN DAERAH DI WILAYAH KELURAHAN AIR

JAMBAN KECAMATAN MANDAU KABUPATEN

BENGKALIS

Oleh

Mayang Sari
02170623636

Penulisan ini dilakukan di UPT Pendapatan Daerah Kota Duri
,Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui Mekanisme Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan
Pedesaan (PBB P2) UPT Pendapatan Daerah Di Wilayah Kelurahan Air Jamban
Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Penulisan ini menggunakan metode
kualitatif serta pengumpulan data dan informasi, penulisan ini menggunakan
metode observasi, wawancara, dan Dokumentasi. Data yang dipakai penulis
yaitu Data primer dan Sekunder.Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah
satu jenis pajak yang ikut menyumbangkan dana bagi pembangunan bangsa.
Perkembangan Mekanisme Pembayaran dari Pajak Bumi Dan Bangunan yang
ada di Kota Duri Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bengkalis
memberikan pelayanan gratis PBB P2 di Kecamatan Mandau.Pelaksanaan
pelayanan publik itu sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 02 Tahun
2018 tentang Perubahan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 02 Tahun 2013
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan.

Kata kunci : PBB P2 ,Mekanisme Pembayaran



ABSTRACT
PAYMENT MECHANISM FOR URBAN AND RURAL LAND
AND BUILDING TAXES (PBB P2) REGIONAL REVENUE UPT
IN THE AIR JAMBAN DISTRICT AREA, MANDAU DISTRICT,
BENGKALIS DISTRICT

By

Mayang Sari
02170623636

This writing was carried out at the Duri City Regional Revenue UPT, Mandau
District, Bengkalis Regency. This research aims to determine the Payment
Mechanism for Urban and Rural Land and Building Tax (PBB P2) UPT Regional
Revenue in the Air Jamban Village Area, Mandau District, Bengkalis Regency. This
writing uses qualitative methods and data and information collection, this writing
uses observation, interviews and documentation methods. The data used by the
author is primary and secondary data. Land and Building Tax is a type of tax that
contributes funds to nation development. Development of the Payment Mechanism
for Land and Building Tax in Duri City. The Regional Revenue Agency (Bapenda)
of Bengkalis Regency provides free PBBP2 services in Mandau District. The
implementation of this public service is in accordance with Regional Regulation
(Perda) Number 02 of 2018 concerning Regency Regional Changes Bengkalis
Number 02 of 2013 concerning Urban and Rural Land and Building Tax.

Keywords: PBB P2, Payment Mechanism
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sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul
“Mekanisme Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Dan
Pedesaan (PBB P2) Upt Pendapatan Daerah Di Wilayah Kelurahan Air
Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis”. Sholawat beriringkan
salam semoga tercurahkan pada junjungan alam yakni kepada Nabi Muhammad
SAW .
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telah membantu, dan memberi semangat serta motivasi kepada penulis;
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang bertujuan untuk
meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Suksesnya suatu
pembangunan negara Indonesia tidak terlepas dari suatu tersedianya dana yang
cukup besar untuk membiayai pembangunan negaranya. Dengan pengolahan dana
yang baik, maka suatu sektor pendapatan negara dapat dioptimalkan untuk
mewujudkan cita-cita negara dan meningkatan pembangunan negara Yyang
bertujuan untuk mensejahterakan rakyat indonesia. Pajak sebagai salah satu sektor
pendapatan negara yang sangat besar, telah memberi peran yang sangat penting
bagi pembangunan dengan perannya tersebut, maka diperlukan keikutsertaan
wajib pajak untuk bersama-sama melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak
sebagai pencerminan warga negara yang baik dan patuh terhadap hukum yang
berlaku di negara Indonesia.

Pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu komponen pemasukan
bagi negara yang potensial terhadap pemasukan negara. Hak pajak bumi dan
bangunan ialah objek pajak meliputi bumi dan bangunan yang terletak dalam
wilayah NKRI. Meskipun pajak bumi dan bangunan dianggap sebagai sumber
pendapatan untuk pembiayaan negara, namun dalam realita, akumulasi pajak
masih sulit dilakukan oleh negara, hal ini dikarenakan rendahnya tingkat

konsistensi masyarakat dan kepercayaan masyarakat kepada aparat pajak.



Kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak diperlukan untuk kelancaran penarikan
pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah keadaan dimana masyarakat memenuhi
semua kewajiban dan kegiatan hak perpajakannya. “Namun dalam kenyataanya
negara sering kesulitan memungut pajak, termasuk pajak bumi dan bangunan.
masyarakat yang patuh dalam membayar pajak dapat dipengaruhi oleh faktor
kesadaran, sehingga masyarakat yang sadar akan tanggungjawab nya”.Pajak bumi
dan bangunan mempunyai dampak yang lebih luas sebab hasil penerimaan pajak
bumi dan bangunan sepenuhnya untuk membangun daerah yang bersangkutan
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan
retribusi daerah. Untuk itu, perlu bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan
peran pajak bumi dan bangunan sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD).
Salah satu upaya yaitu melalui peningkatan kesadaran wajib pajaknya.
Keberhasilan penerimaan pajak merupakan cerminan kesadaran masyarakat.

Pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah baik
provinsi maupun kabupaten atau kota yang berguna untuk menunjang penerimaan
pendapatan asli daerah. Pajak daerah sebagai salah satu kegiatan pemerintah
berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah mempunyai tujuan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dasar dilakukannya pemungutan oleh
pemerintah daerah adalah Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang otonomi
daerah yang mengatakan bahwa pemerintah dan masyarakat dipersilahkan
mengurus rumah tangga sendiri serta bertanggungjawab.

Meskipun pajak disebut sebagai sumber dana yang paling potensial bagi

pembiayaan negara, namun pada realisasinya pemungutan pajak masih sulit



dilakukan oleh negara. Hal ini membuktikan bahwa wajib pajak di Indonesia
memerlukan motivasi untuk meningkatkan kepatuhannya untuk membayar pajak,
serta peningkatan kepercayaan masyarakat bahwa penyaluran hasil pajak
dilakukan sesuai aturan yang berlaku, yaitu untuk kesejahteraan masyarakat,
sebagai akibatnya persepsi wajib pajak tentang pembayaran pajak akan positif
terhadap pemerintah dalam mengelola pajak yang telah mereka bayarkan.

Official Assessment System adalah sistem pemungutan pajak dimana
jumlah pajak yang wajib dilunasi atau terutang oleh wajib pajak dihitung dan
ditetapkan oleh aparat pajak. Maka, dalam sistem ini wajib pajak bersifat pasif
sedangkan fiskus bersifat aktif. Dengan demikian, Jika dihubungkan
menggunakan ajaran timbulnya utang pajak, maka Official Assessment System
sesuai dengan timbulnya utang pajak berdasarkan ajaran formil,artinya utang
pajak timbul jika sudah ada ketetapan pajak dari fiskus.

Pada struktur pendapatan negara memiliki banyak penerimaan dari
berbagai sektor diantaranya sektor minyak dan gas serta sektor non minyak dan
gas-(misalnya adalah penerimaan dari sektor pajak ,retribusi,hibah,dan lain-lain).
Ke 2 sektor sangat strategis dan merupakan komponen terbesar serta sumber
utama penerimaan dalam negeri untuk menopang pembiayaan penyelenggaraan
pemerintah serta pembangunan nasional. Untuk itu dibutuhkan partisipasi aktif
segenap lapisan masyarakat dalam memikul beban pembangunan, maupun dalam
pertanggung jawaban atas pembangunan dengan cara keikutsertaan pada

pembangunan nasional buat mewujudkan rakyat adil dan makmur.



Penerimaan untuk sektor migas sering mengalami fluktuasi harga yang
disebabkan oleh nilai tukar mata uang rupiah yang sangat rentan terhadap kondisi
atau keadaan ekonomi baik regional maupun internasional. Oleh karena itu dapat
kita lihat untuk penerimaan sektor migas kurang dapat diandalkan secara
konsisten. Dalam hal ini pemerintah kemudian berusaha untuk meningkatkan
penerimaan dari sektor non migas dimana hal ini merupakan salah satu jalan yang
harus ditempuh pemerintah dengan memanfaatkan segala sumber yang ada
seefektif dan seefisien mungkin.

Penerimaan non migas yang dirasakan sangat menunjang guna penyediaan
dana pembangunan adalah penerimaan dari sektor pajak. Pembaharuan dan
penyempurnaan sistem pemungutan perpajakan yang ada saat ini dirasakan sangat
diperlukan apabila melihat keadaan negara saat ini namun tetap memperhatikan
asas keadilan. Tingginya tingkat penerimaan pajak menjadi tugas berat bagi
pemerintanh  khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DPJ) untuk dapat
merealisasikannya. Partisipasi rakyat dalam membayar pajak akan memudahkan
DPJ untuk merealisasikan pajak yang sudah ditetapkan tersebut. Usaha
meningkatkan penerimaan negara dalam sektor pajak memiliki banyak kendala,
antara lain dengan tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah, sehingga
wajib pajak berusaha untuk membayar kewajiban pajak yang tidak melaporkan
dan membayarkan pajaknya. Besar kecilnya penerimaan pajak suatu daerah bisa
dilihat dari pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Semakin baik pertumbuhan
ekonominya, maka pendapatan masyarakat juga meningkat. Hal ini tentu

berpengaruh pada kemampuan masyarakat dalam membayar pajak.



Menurut  penelitian ~ Andrea dan Teguh (2017:37-48) Untuk
mengoptimalkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
(PBB P2) dengan cara meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Upaya
meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan Pengetahuan perpajakan yang
mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).

Pajak menurut Mardiasmo (2019 :4) fungsi pajak ada dua yaitu :

a.-Fungsi anggaran (budgetair) yang berarti pajak adalah sumber dana bagi
pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya

b. Fungsi mengatur (regulerend) yang berarti pajak sebagai alat untuk mengatur
atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Menurut Rahayu (2017:191) mengemukakan bahwa dimensi dan indikator
Kesadaran Wajib Pajak sebagai berikut:

1. Manfaat adanya pajak, berkaitan degan persepsi wajib pajak serta paham akan
pembayaran pajak dilakukan oleh masyarakat untuk kepentingan masyarakat
dan negara.

2.-Sikap wajib pajak, berkaitan dengan tingkat pengetahuan dalam kesadaran
bayar pajak, mengetahui adanya peraturan Undang-Undang dan ketentuan
perpajakan serta memiliki kesadaran dalam membayar pajak.

3. Tingkat pendapatan, berkaitan dengan keadaan finansial wajib pajak.

Wajib pajak yang memiliki kesadaran yang rendah akan cenderung untuk
tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya atau melanggar peraturan

perpajakan yang berlaku. Masyarakat harus sadar bahwa kewajiban membayar



pajak bumi dan bangunan bukanlah untuk pihak lain, tetapi untuk melancarkan
jalannya roda pemerintahan yang mengurusi segala kepentingan rakyat.

Terhambatnya penerimaan pajak bumi dan bangunan akan menghambat
kelancaran pelaksanaan pembangunan, oleh karena itu agar pembangunan tidak
terhambat maka upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB
harus dipacu dan ditingkatkan oleh semua aparat pemungut pajak. Penerimaan
PBB dapat ditingkatkan dengan kualitas pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak,
kebijakan perpajakan, dan persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan.

Tabel 1.1

Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Di Wilayah Air Jamban
Kecamatan Mandau Tahun 2021-2023

No | Tahun | Jumlah Wajib Pajak Yang Terdaftar
1 | 2021 11.656
2 | 2022 11.672
3 | 2023 12.296

Sumber : Kantor UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau 2024
Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 jumlah wajib pajak
sebanyak 11.656, dan untuk tahun 2022 jumlah wajib pajak mengalami
peningkatan sehingga berjumlah 11.672, kemudian di tahun 2023 jumlah wajib
pajak juga mengalami peningkatan sehingga berjumlah 12.296.
Dengan banyaknya jumlah wajib pajak dan adanya peningkatan jumlah
wajib pajak bumi dan bangunan, maka target yang sudah ditetapkan oleh UPT

Pendapatan Daerah kecamatan Mandau terealisasi.



Tabel 1.2
Target Dan Realisasi Penerimaan PBB Di Wilayah Air Jamban
Kecamatan Mandau Tahun 2021-2023

No | Tahun Target Realisasi Persen
1 2021 | 1.592.259.902 | 567.868.366 | 35,7 %
2 2022 | 1.521.526.822 | 655.245.004 | 43,1 %
3 2023 | 1.834.450.169 | 726.360.260 | 39,6 %

Sumber : Kantor UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau 2024

Dari tabel 1.2 dapat diketahui pada tahun 2021 target pajak pajak bumi dan
bangunan adalah sebesar 1.592.259.902 dan yang terealisasi sebesar 567.863.366.
Pada tahun berikutnya 2022 target pajak pajak bumi dan bangunan adalah sebesar
1.521.526.822 dan yang terealisasi sebesar 655.245.004. Tahun 2023 target pajak
PBB adalah sebesar 1.834.450.169 dan yang terealisasi sebesar 726.360.260.

Dari data diatas dilihat bahwa pajak bumi dan bangunan memberikan
kontribusi dan potensi kepada Kabupeten Bengkalis. Berdasarkan uraian diatas
maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan mengangkat suatu judul
laporan tugas akhir yang merupakan syarat kelulusan dari program studi D3
Administrasi Perpajakan pada Fakultas Ekonomi dan IImu Sosial di Universitas
Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul: “Mekanisme Pembayaran
Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB P2) Upt
Pendapatan Daerah di Wilayah Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau
Kabupaten Bengkalis”

1.2 Rumusan Masalah
1. Bagaimana mekanisme pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan
Dan Pedesaan (PBB P2) UPT Pendapatan Daerah di Wilayah Kelurahan

Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis?



2. Apa saja yang menjadi kendala untuk meningkatkan mekanisme
pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Dan Pedesaan (PBB P2)
UPT Pendapatan Daerah di Wilayah Kelurahan Air Jamban Kecamatan
Mandau Kabupaten Bengkalis?

3. Upaya-upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembayaran Pajak Bumi dan
Bangunan Perkotaan Dan Pedesaan (PBB P2) UPT Pendapatan Daerah di

Wilayah Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala untuk meningkatkan
mekanisme pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan
Pedesaan (PBB P2) UPT Pendapatan Daerah Wilayah Kelurahan Air

Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

3. Dan untuk mengetahui upaya-upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi
kendala tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian
1. Dapat menambah wawasan bagi peneliti terkait yang diteliti.

2. Dapat dijadikan pedoman bagi para pihak peneliti yang ingin mengkaji
secara mendalam tentang pelayanan penerimaan pajak bumi dan bangunan

terhadap UPT pendapatan daerah Kecamatan Mandau.

3. Dapat memberikan manfaat sebagai bahan informasi dan saran bagi

instansi terkait dalam peningkatan kualitas pelayanan penerimaan pajak



bumi dan bangunan terhadap UPT pendapatan daerah Kecamatan Mandau.

1.5, Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian ini dilakukan di kantor UPT Pendapatan Daerah
Kecamatan Mandau, Jl.Desa Harapan, Air Jamban, Kecamatan Mandau,
Kabupaten Bengkalis .

2. Waktu penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan pada tanggal 24 Januari sampali
dengan 26 Januari Tahun 2024.
1.6 Jenis Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber
informasi melalui wawancara. Dalam hal ini penulis akan mewawancarai

langsung ke kepala bidang.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara
seperti dokumen, buku-buku referensi yang berhubungan dengan
penulisan.

1.7 Metode pengumpulan data
1. Observasi
Observasi ialah perolehan aktif informasi dan sumber utama. Penulis

turun langsung kelapangan untuk mengamati secara dekat permasalahan



yang sedang diteliti yaitu mengenai Pelayanan Penerimaan Pajak Bumi
dan Bangunan Perkotaan Dan Pedesaan (PBB P2) UPT Pendapatan
Daerah di Wilayah Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten
Bengkalis.
. Wawancara

Wawancar yaitu sebuah dialog yang dilakukan oleh pewancara untuk
memperoleh informasi dari terwawancara (Arikunto,2006:13). Metode
wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara menanyakan
langsung data yang dibutuhkan kepada seseorang yang berwenang.

Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan cara mengambil data
dari catatan dokumentasi maupun arsip sesuai dengan yang penulis
butuhkan. Dokumentasi diperoleh dari dokumen dan arsip dari tempat

penelitian.

1.8 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Sistematika merupakan uraian mengenai apa yang menjadi dasar atau  acuan

suatu penelitian.Penulisan tugas akhir ini terdapat beberapa bab dengan uraian

sebagai berikut:

BAB | PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan
penulisan dan sistematika penulisan, teknik pengumpulan data dan

penulisan laporan.
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BAB Il GAMBARAN UMUM INSTANSI
Bab ini menjelaskan gambaran umum UPT Pendapatan Daerah di
Wilayah Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten
Bengkalis.

BAB 111 TINJAUAN TEORI DAN TINJAUAN PRAKTEK
Bab ini membahas tentang tinjauan teori pengertian pajak secara umum,
fungsi pajak, syarat pemungutan pajak, sistem pemungutan pajak,
pengelompokan pajak, sanksi dibidang perpajakan, pengertian pajak
daerah, jenis-jenis pajak daerah, pengertian kepatuhan wajib pajak,
pengertian wajib pajak, pengelompokan wajib pajak, hak wajib pajak,
kewajiban wajib pajak, pengertian Mekanisme , pengertian pajak bumi
dan bangunan, dasar hukum pajak bumi dan bangunan, pengertian
subjek,objek,dasar pengenaan dan tarif, pajak menurut islam,Mekanisme
pembayaran pajak bumi dan bangunan, kendala, dan upaya, pendataan
jumlah wajib pajak dan realisasi pajak bumi dan bangunan kota Duiri.

BAB IV PENUTUP
Bab ini yang berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran yang
dikemukakan atas dasar penelitian yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA
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BAB Il
GAMBARAN UMUM INSTANSI

2.1 Sejarah Kantor UPT Pendapatan Daerah berdirinya Kecamatan

Mandau

UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau merupakan perpanjangan
tangan dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis. Pada awalnya Badan
Pendapatan Daerah (BPD) ini juga mengurus retribusi, sampah dan kebersihan
pasar. Namun, pada awal tahun 2000 Bapenda dipecah menjadi 2 Badan yaitu:
Badan Pendapatan Daerah dan Badan Pasar.

Badan Pendapatan Daerah mengurusi pajak hotel, restoran, hiburan, air tanah,
reklame dan sarang burung wallet, penerangan jalan non-PLN, parkir, pajak bumi
dan bangunan dan, pajak BPHTB . Sementara Badan pecahannya yaitu Badan
pasar focus menangani masalah kebersihan retribusi dari pertamanan dan
kebersihan kota.

Pada tahun 2014 pelimpahan wewenang masalah wewenang PBB (Pajak
Bumi Bangunan) dikelola olen UPT Bapenda oleh pusat. Jadi wewenang
pemungutan pajak menjadi 7 alternatif pemungutan pajak. Seiring berkembangnya
Daerah dipecah lagi menjadi 3 Badan yaitu Badan Perizinan dan penanaman
modal BPPT yang khusus menangani pajak retribusi dan penerbitan izin dari
macam-macam pajak yang dikelola oleh Bapenda yang dahulunya juga menjadi
tugas dari UPT Bapenda.UPT pendapatan daerah menurut peraturan daerah

kabupaten Bengkalis No 18 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
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Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis Pasal 17 ayat 2 UPTD adalah
unsur pelaksana teknis operasional badan pendapatan daerah dilapangan dan
peraturan daerah Kabupaten Bengkalis No 13 tahun 2008 tentang organisasi dan
tata kerja Badan Daerah Kabupaten Bengkalis Pasal 37 Ayat 3 UPT dipimpin oleh
seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan
dan secara operasional berkoordinasi dengan camat.

Gambaran Umum Instansi

Nama Kantor : UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau pada Bapenda

Kabupaten Bengkalis

Alamat . JI. Desa Harapan No. 59, Duri.
Telpon : (0765) 91911
Email : UPTD.PBB-P2@GMAIL.COM

2.2 Visi, Misi,dan Motto BAPENDA Kecamatan Mandau.

Adapun yang menjadi visi dan misi UPT Pendapatan Daerah Kecamatan
Mandau secara umum adalah sebagai berikut :

1. Visi
Terwujudnya Pelayanan Yang Prima Kepada Masyarakat Serta
Meningkatkan Penerimaan Daerah Melalui Peningkatan Kualitas
Pelayanan.

2. Misi
Meningkatkan profesionalitas aparatur pelaksana pelayanan PBB-P2,
Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan PBB-P2,

Meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak
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3. Motto
Melayani dengan hati maklumat dengan ini kami menyatakan sanggup
menyelanggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah
ditetapkan.
2.3 Struktur Organisasi UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau
Struktur organisasi adalah suatu yang menggambarkan secara sistematis
mengenai penetapan, tugas, fungsi, wewenang serta tanggung jawab masing-
masing bagian dengan tujuan untuk membina kerja agar pekerjaan dapat
dikerjakan dengan teratur dan baik demi mencapai tujuan yang diinginkan secara
maksimal.
Gambar 2.1
Struktur Organisasi UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten

Bengkalis

Kepala Kantor

Sub Bagian Umum

Bidang Dana Bidang Pajak | Bendahara | Koordinasi
Perimbangan Retribusi Dan PBB-P2
Pendapatan Daerah
1 |
Bagian Administrasi Bagian Pemungut Lapang

Sumber:UPT Pendapatan Asli Daerah Kota Duri,Tahun 2024
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2.4-Tugas dan Fungsi Unit Kerja BAPENDA Kecamatan Mandau

Berdasarkan struktur organisasi di UPT Pendapatan Daerah Kecamatan

mandau dapat dibagi menjadi sebagai berikut :

1.-Kepala UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau

Kepala UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Pada Bapeda Kabupaten

Bengkalis menyusun suatu struktur organisasi dengan menguraikan beberapa

tugas tiap-tiap bagian. Berikut ini adalah uraian tugas dari setiap unit pada UPT

Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Pada Bapenda Kabupaten Bengkalis.

Tugas Kepala UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau itu sendiri:

a.

b.

Melaksanakan evaluasi terhadap kinerja staf.

Melakukan koordinasi dengan bidang dan instansi terkait dalam upaya
meningkatkan PAD dan PBB yang dilimpahkan mentri keuangan RI
kepada daerah.

Melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pungutan penerimaan
daerah Kabupaten Bengkalis.

Tugas-tugas lainnya yang diarahkan kepala Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Bengkalis.

2. Kepala Sub Bagian tata usaha Dengan uraian tugas:

a.

Membantu kepala UPT Pendapatan Daerah dalam mengelola administrasi
umum dan kepegawaian.

Membantu  bendahara pembantu penerima administrasi  umum
pengeloalaan penerimaan daerah pada kantor UPT Pendapatan Daerah

Kecamatan Mandau.
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Tugas-tugas lain yang diarahkan kepala UPT Pendapatan Daerah
Kecamatan Mandau .

Penyusunan dan pengoordinasian pelaporan yang meliputi laporan kinerja
Badan, laporan akuntabilitas, laporan pelaksanaan kegiatan dinas.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pendapatan Daerah

Kecamatan Mandau sesuai dengan lingkup tugasnya.

2. Bidang Dana Perimbangan

a.

b.

C.

d.

Penyusunan rencana program dan kegiatan pada bidang dana perimbangan
lingkup bagi hasil pajak dan bukan pajak, serta pajak bumi dan bangunan.
Penyelenggaraan program dan kegiatan pada bidang dana perimbangan
lingkup bagi hasil pajak dan bukan pajak, serta pajak bumi dan bangunan.
Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang dana perimbangan
lingkup bagi hasil pajak dan bukan pajak, serta pajak bumi dan bangunan.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pendapatan Daerah

Kecamatan Mandau sesuai dengan lingkup tugasnya.

4. Bidang Pajak, Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya

a.

Peyusunan rencana program dan kegiatan pada bidang pajak, retribusi dan
pendapatan asli daerah lainnya lingkup pajak, retribusi dan pendapatan

lain-lain.

5. Bendahara

a.

b.

Menerima setoran pajak daerah dan retribusi daerah.
Membukukan semua jenis penerimaan pajak/retribusi daerah pada buku

penerimaan sejenis dan buku kas umum. Menyetor semua jenis
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penerimaan daerah pada kas daerah Kabupaten Bengkalis setiap bulannya
selambat-lambatnya tanggal 10.
c. Tugas-tugas lain yang diarahkan kepala UPT Pendapatan daerah
Kecamatan Mandau.
6. Koordinator PBB
a. Membantu tugas administrasi PBB P2 pada kantor UPT Pendapatan
Daerah Kecamatan Mandau.
b. Membantu tugas kepala UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau dan
memantau penyampaian SPPT-PBB desa dan kelurahan.
c. Tugas lain yang diarahkan kepala UPT Pendapatan Daerah Kecamatan
Mandau.
7. Bagian administrasi
a. Laporan bulanan pajak.
b. Pembukuan penerimaan bulanan.
c. Pendataan wajib pajak.
8. Petugas pemungut lapangan/harian
a. Memungut pajak.
b. Mengantar SPTPD.
c. Pendataan wajib pajak.
9.- Susunan Struktur Organisasi
Berikut susunan organisasi di UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau

Pada Bapenda Kabupaten Bengkalis yang terdiri dari :
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Kepala UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Pada Bapenda
Kabupaten Bengkalis.

Kepala Sub. Bagian tata usaha.

Bidang Dana Perimbangan.

Bidang Pajak, Retribusi dan pendapatan asli daerah.

Bendahara.

Koordinator PBB P2.

Bagian Administrasi.

Petugas pemungut lapangan.
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BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1.- Mekanisme pembayaran pajak bumi dan bangunan Perkotaan dan Pedesaan
(PBB P2) UPT Pendapatan Daerah di Wilayah Kelurahan Air Jamban
Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis ada beberapa mekanisme
pembayaran Yyaitu pelaksanaan pemungutan PBB,tata cara pembayaran
PBB,tata cara melakukan pembayaran PBB melalui ATM Bank,tata cara
melakukan pembayaran PBB melalui e-commerce Tokopedia,serta ada
penagihan pajak bumi dan bangunan.

2. Kendala untuk meningkatkan mekanisme pembayaran Pajak Bumi dan
Bangunan yaitu rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar
pajak akibatnya UPT Pendapatan Daerah Kota Duri kesulitan untuk
memungut pajak,termasuk pajak bumi dan bangunan. Masyarakat kota Duri
bersifat pasif , apalagi prosedur yang dilakukan dalam surat pemberitahuan
pajak tahunan (SPPT) yang diedarkan melalui RW/RW kerumah-rumah
warga sehingga membuat warga bersifat “menunggu” dan jarang yang
bersifat aktif menanyakan SPPT ke kantor-kantor pemerintah setempat.

3., Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yaitu atas kesadaran
masyarakat itu sendiri untuk membayar pajak , Upaya yang dilakukan oleh
upt pendapatan daerah kecamatan mandau,biasanya para staff anggota
lapangan akan sering memberikan penghimbauan kepada masyarakat untuk

mengingatkan pembayaran pajak dan memberikan sanksi berupa denda
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kepada wajib pajak apabila pembayarannya telah melewati jatuh tempo, agar
masyarakat sadar akan kewajiban dalam pembayaran pajak mereka.Selain itu
para staff juga mengshare melalui media sosial ketika jatuh tempo

pembayaran pajak yaitu tanggal 30 september.

4.2:Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, saran yang dapat penulis berikan yaitu

sebagai berikut:

1.

Pentingnya kesadaran Wajib untuk membayar pajak bumi dan bangunan
sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan sehingga masyarakat tidak
tergesa-gesa untuk mengurus keperluan pribadinya dan pelayanan di UPT
Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Perkotaan Dan Pedesaan lebih ter-
optimalisasi.

Sebaiknya UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau meningkatkan
kepatuhan Wajib Pajak tentang sanksi pajak yang belum ditegakkan.Padahal
ada konsekuensi bagi wajib pajak jika terlambat melakukan pembayaran
PBB,baik berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana.Sanksi
administratif berupa denda bagi wajib pajak yang terlambat membayar pajak
terutang sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang terutang (Pasal 3 ayat 1

PMK No.78/PMK.03/2016)
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Daftar Pertanyaan Wawancara

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan
masalah pada penelitian yang berjudul “Pelayanan Penerimaan Pajak Bumi Dan
Bangunan Perkotaan Dan Pedesaan (PBB P2) Upt Pendapatan Daerah Di Wilayah
Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis”. Berikut daftar
pertanyaan wawancara untuk menjawab rumusan masalah pada Kantor
BAPENDA Kota Duri.

Daftar pertanyaan wawancara :

1. Bagaimana mekanisme pembayaran pajak bumi dan bangunan di UPT
Pendapatan Daerah Kota Duri?
KA Upt Kota Duri : ada beberapa mekanisme pembayaran yaitu
pelaksanaan pemungutan pajak bumi bangunan,tata cara pembayaran
PBB,tata cara melakukan pembayaran PBB melalui ATM Bank,tata cara
melakukan pembayaran PBB melalui e-commerce Tokopedia,serta ada
penagihan pajak bumi dan bangunan.

2. Kendala untuk meningkatkan Pelayanan Penerimaan Pajak Bumi dan
Bangunan ?
KA Upt Kota Duri : rendahnya Tingkat kesadaran masyarakat untuk
membayar pajak akibatnya UPT Pendapatan Daerah Kota Duri kesulitan
untuk memungut pajak,termasuk pajak bumi dan bangunan. Masyarakat
kota duri bersifat pasif , apalagi prosedur yang dilakukan dalam surat
pemberitahuan pajak tahunan (SPPT) yang diedarkan melalui RW/RW

kerumah-rumah warga sehingga membuat warga bersifat “menunggu” dan



jarang yang bersifat aktif menanyakan SPPT ke kantor-kantor pemerintah
setempat.

Upaya-upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut?

KA Upt Kota Duri : atas kesadaran masyarakat itu sendiri untuk
membayar pajak dan Upaya yang dilakukan oleh UPT pendapatan daerah
kecamatan mandau,biasanya para staff anggota lapangan akan sering
memberikan penghimbauan kepada masyarakat untuk mengingatkan
pembayaran pajak dan memberikan sanksi berupa denda kepada wajib pajak
apabila pembayarannya telah melewati jatuh tempo , agar masyarakat sadar
akan kewajiban dalam pembayaran pajak mereka.Selain itu para staff juga
mengshare melalui media sosial ketika jatuh tempo pembayaran pajak yaitu

tanggal 30 september.
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